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Kontroversi Kebijakan Pengangkatan Pejabat di Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri Sultan Qaimuddin Kendari 
 
Mahrudin 




This study aims to analyze and describe  pros  and cons  in the appointment of 
officials at the Sultan STAIN Qaimuddin Kendari. Focus research on 
controversial policy trace appointments and what factors are a matter of 
controversy. By using the descriptive method and a case study approach, the 
results showed that the controversy occurs because it is caused by several 
factors: communication factors, factors of individual differences and the factor of 
the right man on the right place. In the controversy occurred because the 
communication factor in understanding the rules of the existing appointments are 
based on experiences and some are adhered to by statute, while the controversy 
in a review of the right man and the right place controversy occurs because some 
have considered that the official is concerned with the placement of elements so 
politically appointed officials do not have adequate competence in the lead and 
lead the work motivation of subordinates to be reduced. On the other hand there 
are also officials who have been placed in accordance with the field that makes 
co-workers or subordinates become motivated in their work. By him that the 
placement of an official for a position mendudki the competence factor, 
performance and ethics of personnel to note that the placement officer at a 
particular position does not reap the pros and cons, so that the vision and 
mission of the organization can be achieved. 
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Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan masalah-
masalah yang menjadi pro dan kontra dalam pengangkatan pejabat di STAIN 
Sultan Qaimuddin Kendari. Fokus penelitian menelusuri tentang kontroversi 
kebijakan pengangkatan pejabat dan faktor-faktor apa saja yang menjadi 
kontroversi. Dengan menggunakan metode deskriptif dan pendekatan studi kasus, 
hasil penelitian menunjukkan bahwa kontroversi terjadi karena disebabkan oleh 
beberapa faktor yaitu faktor komunikasi, faktor perbedaan individu dan faktor 
tentang the right man on the right place. Dalam faktor komunikasi kontroversi 
terjadi karena dalam memahami aturan tentang pengangkatan pejabat ada yang 
berdasarkan kepada pengalaman dan ada pula yang berpegang berdasarkan 
statuta, sementara kontroversi dalam tinjauan the right man and the right place 
kontroversi terjadi karena sebagaian orang menganggap bahwa dalam 
penempatan pejabat lebih ditekankan kepada unsur politis sehingga pejabat yang 
diangkat tidak mempunyai kompetensi yang memadai dalam memimpin dan 
menyebabkan motivasi kerja dari bawahannya menjadi berkurang. Namun disisi 
lain ada pula pejabat yang sudah ditempatkan sesuai dengan bidangnya yang 
membuat rekan kerja atau bawahannya menjadi termotivasi dalam bekerja. 
Olehnya itu dalam penempatan seorang pejabat untuk menduduki suatu jabatan 
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sehingga dalam penempatan pejabat pada suatu jabatan tertentu tidak menuai pro 
dan kontra, sehingga visi dan misi organisasi bisa tercapai.  
Kata kunci: Konflik, Kebijakan,  Pejabat 
 
Latar Belakang 
Dalam upaya mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur 
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945 diperlukan peningkatan kemampuan dan kehandalan sumber 
daya manusia. Untuk itu, dibutuhkan peningkatan pembinaan pendidikan 
dalam rangka pembangunan seluruh masyarakat, kehidupan jasmaniah 
dan rohaniah, serta kebahagiaan dunia akhirat. Satu kenyataan objektif, 
bahwa sebagian besar dari masyarakat Indonesia menuntut pelaksanaan 
pengembangan ilmu pengetahuan agama, ilmu pengetahuan dan 
teknologi, dan seni yang dijiwai nilai-nilai keislaman. Tuntutan tersebut 
tidak bisa dihindarkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 
maka kehadiran Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri yang 
mengembangkan ilmu-ilmu keislaman secara terpadu dengan ilmu-ilmu 
modern merupakan keniscayaan. 
Organisasi merupakan sekumpulan  manusia yang bekerja 
bersama untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan tersebut dapat dicapai 
dengan memanfaatkan sumber  daya  yang  dimiliki  baik  sumber  daya  
manusia  maupun  sumber  daya lainnya (modal, perlengkapan, dan 
sebagainya). Manusia merupakan sumber daya yang  penting   bagi  
organisasi,   karena   manusia   yang  melakukan   kerjasama, manusia  
yang  menyusun  tujuan,  manusia  pula  yang  bekerja  untuk  mencapai 
tujuan tersebut. Meskipun demikian untuk mencapai tujuan organisasi 
juga harus didukung oleh tersedianya sumber daya yang lain. 
Faktor penting dalam keberhasilan kinerja suatu organisasi adalah 
adanya karyawan  yang  memiliki  kemampuan  serta  mempunyai  
motivasi  kerja  yang tinggi, sehingga dapat diharapkan suatu hasil kerja 
yang memuaskan. Kenyataan tidak semua karyawan mempunyai 
kemampuan serta motivasi kerja sesuai dengan harapan  organisasi.  
Seorang  karyawan  yang  mempunyai  kemampuan   sesuai dengan 
harapan organisasi, kadang-kadang tidak mempunyai motivasi kerja yang 
tinggi sehingga  kinerjanya  tidak sesuai yang diharapkan.  Demikian 
juga dalam organisasi Pemerintah Republik Indonesia, kelancaran 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan pembangunan nasional yang 
merupakan tujuan organisasi memerlukan sumber daya manusia yang 
memiliki kinerja yang baik. 
Salah satu faktor penting dalam pengelolaan Sumber Daya Manusia 
Aparatur adalah pelaksanaan dalam pengangkatan dan penempatan dalam 
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Sipil dalam jabatan struktural yang baik akan menghasilkan  
penyelenggaraan  organisasi  yang  sehat,  namun  sebaliknya  kesalahan  
dalam proses pengangkatan dalam jabatan struktural akan memberikan 
dampak yang tidak sehat antara lain tidak tercapainya tujuan organisasi, 
hubungan kerja yang tidak harmonis, cara kerja yang tidak efektif dan 
efisien, serta penyimpangan prosedur kerja. Oleh karena itu kegiatan 
pengangkatan dalam jabatan struktural haruslah mengambil semangat 
“The right man on the right place”. 
Untuk mendukung proses rekrutmen pejabat, sebenarnya faktor 
kompentensi menjadi bagian penting untuk diperhatikan. Kompetensi 
seorang PNS terlihat melalui pengetahuan, ketrampilan dan motivasi 
yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatan sehingga pegawai 
negeri sipil tersebut dapat melaksanakan tugas secara profesional, efektif 
dan efisien. Pengetahuan  dapat dilihat dari  latarbelakang pendidikan, 
sedangkan keterampilan dapat diperoleh melalui pendidikan dan 
pelatihan. Pendidikan dan pelatihan yang dilaksanakan tentunya bertujuan 
agar sumber daya aparatur sebagai pelaksana pembangunan memiliki 
ketrampilan, kecerdasan, produktif, kreatif dan inovatif. 
Sejalan dengan upaya percepatan alih status STAIN Kendari 
menjadi IAIN perubahan dari segala lini sangat di butuhkan tidak 
terkecuali pengangkatan dosen untuk menduduki jabatan struktural, serta 
penggantian jabatan senat perwakilan dosen yang menduduki jabatan 
struktural. Namun dalam rangka membenahi semua ini dengan 
dikeluarkannya SK pengangkatan senat dan jabatan struktural dalam hal 
ini Ketua Program Studi di lingkup STAIN Kendari menuai kontroversi. 
Pro dan kontra ini muncul karena terjadi perbedaan pandangan dalam 
melihat peraturan yang ada di kampus dalam hal penetapan anggota senat 
dan pemilihan ketua program studi di jurusan. dimana sebagaian orang 
menganggap bahwa pemilihan ketua program studi tidak sesuai dengan 
statuta yang ada dikampus. Statuta STAIN Kendari pada Permasalahan 
ini muncul karena. Untuk itu guna menengahi permasalahan ini maka 
penelitian ni sangat penting untuk dilakukan.  
Dikeluarkannya keputusan pengangkatan pejabat structural, non 
structural dan pejabat badan normatif (senat) berpotensi untuk melahirkan 
konflik yang bersifat vertikal yakni antara pimpinan dan bawahannya, 
maupun konflik horizontal yakni konflik yang terjadi antara pegawai 
dengan pegawai serta dosen dengan dosen yang akan mengakibatkan 
pelayanan terhadap mahasiswa bisa terbengkalai. 
Melihat fenomena tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa  
penerapan sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah/ pemimpin 
organisasi memiliki dimensi yang sangat kompleks. Pengalaman 
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aktor yang mempunyai kepentingan dengan target group atau penerima 
kebijakan. Karena tidak mudah menerapkan kebijakan yang sarat dengan 
kepentingan. Ada konflik potensial yang mengemuka dari serangkaian 
tindakan para actor pelaksana bila kepentingan itu tidak tercapai. 
 
Kerangka teori  
Penerapan sebuah kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah 
memiliki dimensi yang sangat kompleks. Pengalaman menunjukan bahwa 
penerapan kebijakan cenderung melibatkan berbagai aktor yang 
berkelindan kepentingan dengan target group atau penerima keputusan. 
Karenanya tidak mudah menerapkan kebijakan yang sarat dengan 
kepentingan. Ada konflik yang potensial yang mengemuka dari 
serangkaian tindakan para aktor pelaksana bila kepentingan itu tidak 
tercapai. Sebaliknya kebijakan yang memiliki derajat kepentingan yang 
rendah oleh masing-masing aktor lebih mudah untuk diterapkan. 
Fenomena penerapan kebijakan itu di diskusikan sebagai interaksi 
strategis antara sejumlah besar kepentingan khusus untuk mencapai 
tujuan-tujuan mereka sendiri, yang mau tidak mau akan bersaing dengan 
tujuan mandat keputusan. 
Dalam literatur ilmu politik dan administrasi negara, terdapat 
banyak definisi atau batasan tentang kebijakan. Namun untuk 
mempermudah analisis dipergunakan beberapa batasan pengertian yang 
sesuai, serta berhubungan dengan tema penelitian. Parson mendefenisikan 
pengambilan kebijakan(decision-macing) berada di antara perumusan 
kebijakan dan implementasi, akan tetapi (kedua hal tersebut) saling terkait 
satu sama lain. Kebijakan mempengaruhi implementasi dan implementasi 
tahap awal akan mempengaruhi tahap pembuatan kebijakan selanjutnya 
yang pada gilirannya, akan mempengaruhi implementasi berikutnya1.  
Lebih lanjut Parson mendefenisikan pembuatan kebijakan sebagi 
proses penentuan pilihan atau pemilihan opsi-opsi, maka gagasan tentang 
kebijakan akan menyangkut satu poin atau serangkaian poin dalam ruang 
dan waktu ketika pembuat kebijakan mengalokasikan nilai-nilai (values). 
Pembuatan kebijakan dalam pengertian ini ada diseluruh siklus kebijakan 
misalnya: kebijakan mengenai apa yang bisa digolongkan sebagai 
“problem”, informasi apa yang harus dipilih, pemilihan strategi untuk 
mempengaruhi agenda kebijakan, pemilihan opsi-opsi kebijakan yang 
harus dipertimbangkan, pemilihan cara menyeleksi opsi, pemilihan cara 
dan tujuan, pemilihan cara mengimplementasikan kebijakan, pemilihan 
cara mengevaluasi kebijakan-kebijakan. Pada masing-masing poin 
                                                            
1 Wayne Parsons. 2005. Public Policy Pengantar Teori dan Praktek Analisis 
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tersebut terdapat proses pembuatan kebijakan. Beberapa kebijakan 
melibatkan alokasi nilai dan distibusi sumber daya melalui perumusan 
kebijakan, atau melalui pelaksanaan program. Karenanya pembuatan 
kebijakan terjadi diarena dan level yang berbeda-beda. Pada satu level ada 
kebijakan oleh aktor kebijakan tinggi (high policy actor) untuk membuat 
kebijakan kesehatan nasional, atau untuk memutuskan kebijakan 
ekonomi. Pada level lainnya ada kebijakan dari aktor lain yang terlibat 
dalam kebijakan ekonomi. Beberapa kebijakan lebih signifikan ketimbang 
kebijakan lainnya, dan beberapa kebijakan lain kurang signifikan 
dibandingkan kebijakan lainnya. Seperti ditunjukan dalam argumen 
jaringan pemerintahan  modern harus dilihat sebagai aktivitas penyusunan 
kebijakan yang kompleks dan berlapis-lapis, di mana penyusunan ini 
dilakukan di banyak titik yang berbeda-beda. 
Demikian pula yang terjadi di era reformasi, banyak kebijakan yang 
dikeluarkan oleh stake holders kadang tidak signifikan dengan kebijakan 
lainnya. Misalnya kebijakan dalam pembangunan infrastruktur, disatu sisi 
pemerintah memprioritaskan pertumbuhan ekonomi, tetapi disisi lain 
pemerintah mengesampingkan kebutuhan kesejahteraan masyarakat. 
Akan tetapi, proses kebijakan ini bukan hanya sangat bervariasi. 
Kerangka yang dipakai untuk menerangkan proses ini juga 
multidimensional dan multi disipliner. Seperti ditunjukkan oleh Allison 
dalam studinya tentang krisis Kuba, kebijakan dalam situasi ini bisa 
dilihat melalui bermacam-macam lensa atau sudut pandang yang berbeda-
beda, yang masing-masing menghasilkan cerita yang berbeda tentang apa 
yang sesungguhnya terjadi. Jadi kita bisa mengatakan bahwa pembuatan 
kebijakan yang terjadi dalam krisis yang genting terjadi dalam satu 
episode dan sekaligus dalam serangkaian kerangka2.  
Sementara Lasswell mendefenisikan bahwa pembuatan kebijakan 
adalah semacam penjelasan yang bertujuan untuk menerangkan atau 
mendeskripsikan bagaimana serangkaian kebijakan dibuat. Bentuk lain 
dari analisis pembuatan kebijakan adalah memberikan argumen tentang 
cara kebijakan diambil atau bagaimana kebijakan itu seharusnya dibuat. 
Kerangka yang mengonseptualisasikan apa itu proses pembuatan 
kebijakan, atau bagaimana seharusnya proses pembuatan kebijakan, akan 
membentuk apa yang kita anggap sebagai peran pengetahuan atau analisis 
dalam proses tersebut. Pada saat yang sama, jika kita mulai dengan 
keyakinan tentang peran pengetahuan dan rasionalitas dalam proses 
keputusan, maka ini akan memberi kita informasi tentang apa yang kita 
pikirkan tentang realitas pembuatan kebijakan3. 
                                                            
2 Ibid. hal 248 
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Pada akhirnya dapat dikatakan bahwa setiap kebijakan itu bertolak 
dari beberapa kemungkinan atau alternatif untuk dipilih. Setiap alternatif 
membawa konsekuensi-konsekuensi. Ini berarti sejumlah alternatif itu 
berbeda satu dengan yang lain mengingat perbedaan dari konsekuensi-
konsekuensi yang akan ditimbulkannya. Pilihan yang dijatuhkan pada 
alternatif itu harus dapat memberikan kepuasan karena kepuasan 
merupakan salah satu aspek paling penting dalam keputusan. 
Apabila memperhatikan konsekuensi-konsekuensi yang muncul 
sebagai akibat dari suatu kebijakan, hampir dapat dikatakan bahwa tidak 
akan ada satu pun kebijakan yang akan menyenangkan setiap orang. Satu 
kebijakan hanya bisa memuaskan sekelompok atau sebagian besar orang. 
Selalu ada saja kelompok atau pihak yang merasa dirugikan dengan 
kebijakan itu. Oleh karena itu, apabila kerugian yang dirasakan itu kurang 
obyektif, tidak tertutup kemungkinan bagi mereka untuk melakukan 
reaksi negatif terhadap kebijakan itu. Pada sisi lain, suatu kebijakan yang 
dibuat untuk suatu kelompok tertentu dapat pula mempunyai dampak bagi 
sebagian besar anggota organisasi. Itulah sebabnya para ahli teori 
pengambilan kebijakan mengingatkan agar sebelum kebijakan itu 
ditetapkan, diperlukan pertimbangan yang menyeluruh tentang 
kemungkinan konsekuensi yang bisa timbul. 
 
1. Konsep Jabatan  
Berdasarkan  Peraturan Pemerintah  Nomor  13  Tahun  2012  tentang  
perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang 
pengangkatan dalam jabatan struktural, yang dimaksud dengan jabatan 
struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang, dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka 
memimpin suatu satuan organisasi negara. Jabatan Struktural, yaitu jabatan 
yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Taliziduhu Ndraha 
(2002:180), mengatakan bahwa jabatan struktural adalah jabatan yang 
menunjukan suatu posisi formal dalam suatu organisasi. 
Dalam bukunya H. Nainggolan (1983:101) berpendapat bahwa 
jabatan adalah : kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung 
jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu 
satuan organisasi. Jabatan adalah sekumpulan tugas dan tanggung 
jawab yang dibebankan oleh seorang pejabat yang berwenang, kepada 
seseorang baik untuk waktu yang penuh maupun waktu sebagai jawaban 
menunjukkan hal-hal yang dikerjakan bukan orangnya. Sedangkan 
struktural dalam Kamus Bahasa Indonesia (2007:965) berarti mempunyai 
struktur, sedangkan struktur   sendiri mempunyai arti cara sesuatu yang 
disusun atau dibangun, susunan, bangunan. 
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Indonesia (1997:182-183) jabatan struktural adalah kedudukan yang 
menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang 
Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu satuan organisasi 
negara dalam rangka meningkatkan pembinaan Pegawai Negeri Sipil 
dan untuk lebih menjamin mutu kepemimpinan Pegawai Negeri Sipil 
yang diangkat dalam jabatan struktural telah diterbitkan PP No. 15 
Tahun   1994   tentang   Pengangkatan   Pegawai   Negeri   Sipil   dalam   
Jabatan Struktural. 
1) Jabatan struktural dalam susunan satuan organisasi negara ditetapkan 
dengan Keputusan Presiden atau Menteri yang bertanggung jawab 
dalam bidang pendayagunaan aparatur negara, 
2) Eselon adalah Tingkatan jabatan Struktural, yang disusun 
berdasarkan berat ringannya tugas, tanggung jawab, wewenang dan 
hak, 
3) Jabatan  struktural  eselon  I  dan  II  dalam  suatu  instansi  
ditetapkan  oleh Presiden atas usul Pimpinan instansi yang 
bersangkutan setelah mendapat pertimbangan dari MENPAN. 
Sedangkan jabtan struktural eselon III, IV dan   V   oleh   
Menteri/Pimpinan   Lembaga   yang   bersangkutan   setelah 
mendapat persetujuan tertulis dari MENPAN, 
4) Jabatan struktural hanya dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil 
dan tidak dapat dirangkap dengan jabatan struktural lain atau jabatan 
fungsional. 
Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam suatu jabatan 
dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalisme sesuai dengan 
kompetensi, prestasi kerja, dan jenjang pangkat yang diterapkan untuk 
jabatan itu serta syarat obyektif lainnya tanpa membedakan jenis kelamin, 
suku, agama, ras atau golongan. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil 
dalam pangkat awal ditetapkan berdasarkan tingkat pendidikan formal. 
Pengangkatan dalam jabatan struktural erat hubungannya dengan jenjang 
kepangkatan yang ditetapkan untuk jabatan itu, sehingga Pegawai Negeri 
Sipil yang lebih rendah tidak dapat membawahi langsung Pegawai Negeri 
Sipil yang lebih tinggi pangkatnya. 
 
2. Konsep Konflik 
Konflik yang terjadi pada manusia bersumber pada berbagai macam 
sebab. Begitu beragamnya sumber konflik yang terjadi antar manusia, 
sehingga sulit itu untuk dideskripsikan secara jelas dan terperinci sumber 
dari konflik. Hal ini dikarenakan sesuatu yang seharusnya bisa menjadi 
sumber konflik, tetapi pada kelompok manusia tertentu ternyata tidak 
menjadi sumber konflik, demikian halnya sebaliknya. Kadang sesuatu 




AL-IZZAH     Vol. 9 No. 2, November 2014         
Konflik dilatarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa 
individu dalam suatu interaksi. perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya 
adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, 
keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawa sertanya ciri-ciri 
individual dalam interaksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar 
dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah 
mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat 
lainnya, konflik hanya akan hilang bersamaan dengan hilangnya 
masyarakat itu sendiri.  
Kesimpulannya sumber konflik itu sangat beragam dan kadang 
sifatnya tidak rasional. Oleh karena kita tidak bisa menetapkan secara tegas 
bahwa yang menjadi sumber konflik adalah sesuatu hal tertentu, apalagi 
hanya didasarkan pada hal-hal yang sifatnya rasional. Pada umumnya 
penyebab munculnya konflik kepentingan sebagai berikut: (1) perbedaan 
kebutuhan, nilai, dan tujuan, (2) langkanya sumber daya seperti kekuatan, 
pengaruh, ruang, waktu, uang, popularitas dan posisi, dan (3) persaingan. 
Ketika kebutuhan, nilai dan tujuan saling bertentangan, ketika sejumlah 
sumber daya menjadi terbatas, dan ketika persaingan untuk suatu 
penghargaan serta hak-hak istimewa muncul, konflik kepentingan akan 
muncul (Johnson & Johnson, 1991). Menurut Anoraga (dalam Saputro, 
2003) suatu konflik dapat terjadi karena perbedaan pendapat, salah paham, 
ada pihak yang dirugikan, dan perasaan sensitif. 
1. Perbedaan pendapat 
Suatu konflik yang terjadi karena pebedaan pendapat dimana masing-
masing pihak merasa dirinya benar, tidak ada yang mau mengakui 
kesalahan, dan apabila perbedaan pendapat tersebut amat tajam maka 
dapat menimbulkan rasa kurang enak, ketegangan dan sebagainya.  
2. Salah paham 
Salah paham merupakan salah satu hal yang dapat menimbulkan 
konflik. Misalnya tindakan dari seseorang yang tujuan sebenarnya 
baik tetapi diterima sebaliknya oleh individu yang lain. 
3. Ada pihak yang dirugikan 
Tindakan salah satu pihak mungkin dianggap merugikan yang lain 
atau masing-masing pihak merasa dirugikan pihak lain sehingga 
seseorang yang dirugikan merasa kurang enak, kurang senang atau 
bahkan membenci. 
4. Perasaan Sensitif 
Seseorang yang terlalu perasa sehingga sering menyalah artikan 
tindakan orang lain. Contoh, mungkin tindakan seseorang wajar, 
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Hasil dan Pembahasan 
Setiap kebijakan yang akan diimplementasikan melekat padanya 
pro dan kontra tergantung kepada siapa yang diuntungkan dari proses 
kebijakan itu sendiri. Sebagaimana dalam perspektif politik implementasi, 
demikian wibawa  mengatakan bahwa sejak awal, proses kebijakan adalah 
proses yang bersifat politis. Ia bersifat demikian karena pertama-tama 
pada dirinya sendiri merupakan aktivitas memilih, dan pemilihan tersebut 
melibatkan banyak pelaku dengan banyak kepentingan, sehingga 
potensial untuk terjadinya konflik yang akan mengundang upaya 
penggunaan kekerasan. 
Pengangkatan dan penempatan pegawai yang tidak sesuai dengan 
kebutuhan akan menimbulkan pemborosan inefisiensi dan inefektivitas) 
di sana- sini. Oleh karena itu proses pengangkatan dan penempatan 
perlu menjadi perhatian semua pihak, terutama pengambil kebijakan agar 
dalam menjalankan rencana kerja Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri 
Kendari  terjadi  efisiensi dan efektifitas kerja. 
Pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan dilakukan dengan 
mempertimbangkan faktor-faktor pendidikan dan pelatihan jabatan, 
kompetensi, serta masa jabatan seorang PNS sejak pengangkatan  pertama 
dalam jabatan tertentu sampai  dengan  pensiun.  Namun  demikian  dalam 
kenyataannya, syarat-syarat yang ditetapkan untuk pengangkatan  pejabat 
dalam jabatan tidak hanya murni berdasarkan penilaian atas bobot tugas, 
tanggung jawab dan wewenang tetapi kadang justru malah lebih ditentukan 
karena faktor di luar hal tersebut, antara lain kedekatan pegawai dengan 
pimpinan. Untuk itu guna mengidentifikasi pengangkatan pejabat di 
STAIN Kendari maka berikut akan dipaparkan tentang faktor-faktor yang 
menjadi kontroversi dalam pengangkatan pejabat. 
 
1. Komunikasi 
Kebijakan akan berjalan efektif bila ukuran-ukuran dan tujuan-
tujuan dipahami oleh individu yang bertanggung jawab dalam kinerja 
kebijakan. Dengan begitu, sangat penting untuk memberi perhatian yang 
besar kepada kejelasan ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan kebijakan, 
ketepatan komunikasinya dengan para pelaksana, dan konsistensi dengan 
berbagai sumber informasi. Ukuran-ukuran dasar dan tujuan-tujuan tidak 
dapat dilaksanakan kecuali jika ukuran-ukuran dasar dan tujuan itu 
dinyatakan dengan cukup jelas, sehingga para pelaksana dapat 
mengetahui apa yang diharapkan dari  ukuran-ukuran dasar dan tujuan-
tujuan itu. Komunikasi di dalam dan antara organisasi-organisasi 
merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit. Dalam meneruskan 
pesan-pesan ke bawah dalam suatu organisasi atau dari suatu organisasi 
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menyebarluaskannya, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Lebih dari 
itu, jika sumber-sumber informasi yang berbeda memberikan 
interpretasi-interpretasi yang bertentangan, para pelaksana akan 
menghadapi kesulitan yang lebih besar untuk melaksanakan maksud-
maksud kebijakan. 
Interpretasi yang berbeda ini telah menjadikan kebijakan 
pengangkatan anggota senat di STAIN kendari menjadi pro dan kontra. 
Hal ini terjadi karena anggota senat terpilih tidak menerima jika surat 
pengangkatan sebagai anggota senat hanya ditetapkan sebagai pengganti 
antar waktu karena menurut informan dalam statuta tidak ada 
menyebutkan tentang pergantian antar waktu tersebut.  
Namun pendapat yang berbeda dinyatakan oleh pihak yang pro 
dalam pernyataannya menyatakan pengalaman selama ini kalau ada yang 
menggantikan senat yang terpilih dan waktunya belum selesai, maka 
senat yang terpilih kemudian itu adalah menggantikan dengan posisi 
sebagai PAW. Dan masalah senat yang terpilih kemarin kan sudah 
selesai dan masing-masing pihak sudah mau menerimanya”4. 
Apabila memperhatikan informasi, fakta dan data yang diperoleh 
maka dapat disimpulkan telah terjadi mis komunikasi di dalam 
menterjemahkan aturan tentang pengangkatan senat. Menurut edwars ada 
banyak hal yang mendorong terjadinya mis komunikasi dan 
menimbulkan dampak-dampak buruk bagi implementasi kebijakan. 
Beberapa hal yang dimaksud menyangkut transmisi, konsistensi, dan 
kejelasan. 
Trasnsmisi. Sebelum pejabat dapat mengimplementasikan suatu 
keputusan, ia harus menyadari bahwa suatu keputusan telah dibuat dan 
suatu perintah untuk pelaksanaannya telah dikeluarkan. Hal ini tidak 
selalu merupakan proses yang langsung sebagaimana nampaknya. 
Banyak sekali ditemukan keputusan-keputusan tersebut diabaikan atau 
jika tidak demikian, seringkali terjadi kesalahpahaman terhadap 
keputusan-keputusan yang dikeluarkan.  
Kejelasan. Jika kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang 
diinginkan, maka petunjuk-petunjuk pelaksanaan tidak hanya harus 
diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi juga komunikasi kebijakan 
tersebut harus jelas. Seringkali instruksi-instruksi yang diteruskan kepada 
pelaksana-pelaksana kabur dan tidak menetapkan kapan dan bagaimana 
suatu program dilaksanakan. ketidakjelasan pesan komunikasi yang 
disampaikan berkenan dengan implementasi kebijakan akan mendorong 
terjadinya interpretasi yang salah bahkan mungkin bertentangan dengan 
makna pesan awal. Namun demikian ketidakjelasan pesan komunikasi 
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kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi. Pada tataran tertentu, 
para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan 
kebijakan. Suatu yang sering dihambat oleh intruksi-intruksi yang sangat 
spesifik menyangkut implementasi kebijakan. 
Konsistensi. Jika implementasi kebijakan ingin berlangsung efektif, 
maka perintah-perintah pelaksana harus konsisten dan jelas. Walaupun 
perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan 
mempunyai unsure kejelasan, tetapi bila perintah tersebut bertentangan 
maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan 
menjalnkan tugasnya dengan baik. Di sisi yang lain, perintah-perintah 
implementasi kebijakan yang tidak konsisten akan mendorong para 
pelaksana mengambil tindakan yang sangat longgar dalam menafsirkan 
dan mengimplementasikan kebijakan. Bila hal ini terjadi, maka akan 
berakibat pada ketidakefisienan implementasi kebijakan karena tindakan 
yang sangat longgar besar kemungkinan tidak dapa digunakan untuk 
melaksanakan tujuan-tujuan kebijakan.5 
Untuk menghindari atau sedikitnya mengurangi penolakan, 
informasi yang lengkap mengenai perubahan-perubahan yang diusulkan 
atau diharapkan harus dapat disediakan dari semenjak awal, yang 
meliputi alasan, tujuan, dan sarana yang dipergunakan. Selain itu harus 
terdapat musyawarah yang ekstensif dengan pihak-pihak yang akan 
dipengaruhi oleh perubahan (baik dalam kalangan organisasi maupun 
dari luar organisasi), dan sedapat mungkin mereka dapat dilibatkan 
dalam pengambilan keputusan. Keterusterangan mengenai permasalahan 
dan segala akibat yang bakal terjadi (komunikasi yang valid) amat 
dianjurkan, misalnya dengan cara persuasif atau berusaha meyakinkan 
dan bukan dengan cara memerintah dan melibatkan pemimpin-pemimpin 
informal serta kelompok-kelompok yang berpengaruh dalam 
konfersinya. Tujuannya, untuk menciptakan suasana saling percaya, 
terutama dengan cara pihak pimpinan menunjukan perhatian yang besar 
terhadap kepentingan orang-orang dan perasaan mereka yang kurang 
jelas (tentang kemungkinan kehilangan rekan sekerja, ketidakamanan 
pribadi dan sebgainya). Iklim yang perlu diciptakan adalah yang 
mendorong keberanian orang-orang untuk menyatakan rasa khawatirnya 
yang kerap kali menjadi alasan bagi penolakan mereka. Jaminan yang 
harus diberikan ialah bahwa perubahan-perubahan tidak akan 
dilaksanakan secara tergesa-gesa, sumber-sumber yang diperlukan akan 
mencukupi, dampak perubahan akan selalu ditinjau kembali, dan di 
dalam perencanaan akan senantiasa dimungkinkan fleksibilitas.  
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2. Perbedaan individu, yang meliputi perbedaan pendirian dan 
perasaan. 
Setiap manusia adalah individu yang unik. Artinya, setiap orang 
memiliki pendirian dan perasaan yang berbeda-beda satu dengan lainnya. 
Perbedaan pendirian dan perasaan akan sesuatu hal atau lingkungan yang 
nyata ini dapat menjadi faktor penyebab konflik social maupun kebijakan, 
sebab dalam menjalani hubungan sosial, seseorang tidak selalu sejalan 
dengan kelompoknya. Misalnya, ketika suatu kebijakan di 
implementasikan dalam suatu organisasi, tentu perasaan setiap orang 
dalam organisasi tersebut akan berbeda-beda. Ada yang merasa senang, 
ada yang merasa nyaman, tetapi ada pula yang merasa tersisihkan. 
Pengangkatan pejabat  structural, non struktural merupakan  satu  
kegiatan  dalam  manajemen kepegawaian yang semestinya dilaksanakan 
dengan baik dan benar. Tetapi fakta kasus yang ada di Sekolah Tinggi 
Agama Islam Negeri Kendari menunjukkan, bahwa dalam pelaksanaannya 
juga tidak terlepas dari adanya pertimbangan lain di luar aturan formal 
yang berlaku atau dengan kata lain kebijakan, termasuk  di dalamnya 
seperti unsur kedekatan, kekeluargaan, suku, politik, dan lainnya.6 
Lain halnya dengan pendapat di atas, pihak pro mengatakan dalam 
pengangkatan pejabat structural di kampus ini bukan berdasarkan pada 
sistem coba-coba tetapi kepada sistem pengangkatan dalam Jabatan 
Struktural, hal ini sangat dipengaruhi oleh kinerja yang ditujukkan sehari-
hari seorang PNS. Menurut beliau Penilaian kinerja PNS selama ini 
dilaksanakan berdasarkan DP-3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan) 
yang merupakan suatu daftar yang memuat hasil penilaian pekerjaan 
seorang PNS dalam jangka waktu 1 (satu) tahun yang dibuat oleh Pejabat 
Penilai. Tujuan dari DP-3 PNS adalah untuk memperoleh bahan-bahan 
pertimbangan yang objektif  dalam pembinaan  PNS,  termasuk  di  
dalamnya  adalah  proses  pengangkatan  dalam jabatan struktural yang 
mewajibkan DP-3 pada 2 (dua) tahun terakhir baik. Hanya saja, DP-3 
tidak menjadi dokumen pendukung pelaksanaan pengangkatan dalam 
jabatan. Artinya bahwa sejauh pengamatan dari Tim Baperjakat bahwa  
yang bersangkutan tidak pernah melanggar peraturan  dan  tidak  
pernah  dihukum  disiplin  maka  yang  bersangkutan  dianggap  DP-3nya 
“baik”. Namun selain DP-3 ada pula hal lain yang menjadi pertimbangan 
dalam pengangkatan pejabat structural seperti kompetensi,kinerja, sikap 
dan perilaku pegawai. 
Berkaitan dengan sistem karier yang masih memperhatikan Daftar 
urut Kepangkatan sebagaimana dimaksud maka akan menghambat proses 
karier bagi orang yang memiliki kompetensi  dan  kinerja  yang  baik.  
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Ketika  akses  berkarier  lebih  mengedepankan  aspek senioritas, masa 
kerja dan kepangkatan bukan keahlian dan kompetensi serta kinerja 
aparatur maka sistem tersebut akan tidak mampu mendorong terciptanya 
daya saing. Dwiyanto menyatakan bahwa sudah saatnya reformasi 
aparatur daerah mengenal sistem manajemen berdasarkan jabatan, 
dimana penempatan seseorang pada jabatan ditentukan oleh kompetensi 
dan  kinerja.  Untuk  itu,  sudah  saatnya  promosi  dalam  suatu  jabatan  
bukan  atas  dasar kepercayaan pimpinan yang  mengacu  pada  loyalitas  
dan senioritas  namun akan lebih baik apabila memperhatikan prestasi 
kerja yang telah dicapai selama melaksanakan tugas.7 
Apabila memperhatikan informasi, fakta dan data dari hasil wawancara di 
atas dapat dipastikan bahwa telah terjadi pro kontra dalam pengangkatan pejabat 
structural di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari. Pada dasarnya, menurut Riant 
Nugroho ada tiga pendekatan untuk memberikan arah ketika kebijakan hadir 
dalam konteks konflik. Pertama, pendekatan yang menakar pada pendekatan 
demokratis, yaitu kebaikan bagi semua orang. Artinya, arah keputusan atau 
kebijakan yang disarankan untuk direkomendasikan atau diputuskan adalah 
keputusan yang memberikan manfaat bagi mayoritas publik daripada sebagian 
kecil publik. Namun, dalam pelaksanaannya sangat sulit. Pertama, karena ada 
bias elit. Pengambil keputusan bagaimanapun juga adalah elit. Dan, tidak sedikit 
keputusan atau kebijakan publik pada akhirnya menguntungkan kelompok elit 
daripada publik itu sendiri. Kedua, ada bias teknokratik. Analis dan perumus 
kebijakan biasaya adalah para ilmuan atau ilmuan yang teknokrat. Mereka 
biasanya terkait secara politik dan ekonomi dengan elit politik. Ketiga, ada 
keterbatasan dibidang keilmuan kebijakan publik. 
Pendekatan kedua dalam memberikan arah keputusan dalam 
konteks konflik adalah dengan menetapkan tingkat ketercapaian tertinggi 
atau resiko atau kegagalan paling rendah. Pendekatan ini antara lain 
menggunakan pendekatan cost, benefit, cost-benefit, risk-value, hingga 
pendekatan game. Pembenaran pendekatan in adalah bahwa keputusan 
atau kebijakan publik harus berhasil. Kegagalan kebijakan publik akan 
mempunyai dampak sangat besar bagi kehidupan bersama- bukan sekedar 
menjatuhkan wibawa pemerintah tetapi juga akan mengurangi 
kepercayaan publik kepada lembaga negara. 
Pendekatan ketiga adalah pendekatan yang memberikan arah 
keputusan dengan menetapkan keputusan yang paling mungkin untuk 
diterima oleh pihak yang berkonflik. Pendekatan ini antara lain 
diperkenalkan dalam paradigma pertimbangan yang lebih mendalam 
(deliberative) yang telah dipaparkan di atas. Kelemahannya, pendekatan 
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ini hanya sesuai jika diterapkan pada konflik yang sifatnya horizontal dan 
fisik. Pendekatan deliberatif yang berkenan dengan isu-isu konflik yang 
berkenan dengan sumber daya ekonomi atau politik akan menjadi 
kebijakan yang dihasilkan dari proses tawar-menawar yang jauh dari 
pengutamaan kepentingan publik. Beberapa kebijakan yang ditengarai 
mengandung isi tersebut adalah kebijakan minyak dan gas, kebijakan 
ketenagakerjaan dan kebijakan pendidikan.8 
 
Kesimpulan 
Berdasarkan uraian dan pembahasan dapat ditarik beberapa 
kesimpulan, yang penulis kemukakan adalah Proses  pelaksanaan  
pengangkatan  pejabat  di STAIN Sultan Qaimuddin Kendari secara  
umum  telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Namun 
apabila memperhatikan kompetensi pejabat yang mendudukinya masih 
belum memenuhi persyaratan jabatan sebagaimana dikemukakan dalam 
analisis jabatan. Hal ini terjadi karena dalam pengangkatan pejabat tidak ada 
informasi yang yang jelas yang diberikan kepada public tentang syarat untuk 
menduduki suatu jabatan. Masih ada faktor penghambat pengangkatan 
dalam jabatan struktural baik berasal dari dalam organisasi seperti 
program aplikasi komputer yang belum mampu untuk memberikan 
informasi yang akurat data riwayat jabatan dan daftar urut kepangkatan. 
Sedangkan faktor lainnya  adalah masih terdapat intervensi terhadap 
pengangkatan dalam jabatan melalui pertimbangan politis (spoil system).  
Untuk itu hendaknya dalam pengambilan kebijakan yang dilakukan 
oleh stakeholders melibatkan berbagai pihak dan terbuka untuk umum 
guna  mendengarkan aspirasi masyarakat yang berkepentingan dengan 
kebijakan tersebut, sehingga dapat mengartikulasi semua kepentingan. 
Selain itu kebijakan yang di ambil harus dituangkan secara tertulis 
sehingga tidak menimbulkan pro dan kontra dalam implementasinya. 
Harus ada komitmen yang kuat untuk melaksanakan Peratuan 
Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja 
Pegawai Negeri Sipil   yang telah efektif dilakukan pada  1  Januari  
2014  sehingga  diharapkan  lebih  baik  karena  akan  
mempertimbangkan realisasi kerja yang telah dilakukan oleh PNS sesuai 
dengan beban kerja yang telah diberikan kepadanya. Perlu untuk 
dipertimbangkan pelaksanaan pengangkatan dengan melibatkan berbagai 
pihak untuk mempergunakan hak dalam menyampaikan pendapat dalam 
proses pengambilan keputusan, yang menyangkut kepentingan lembaga 
baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga dalam penerapan 
sebuah kebijakan tidak menuai kontroversi. 
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